
BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK
3.1 Bidang pelaksanaan praktek

Pada saat pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan pada bagian Divisi Programing di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Pada bagian Divisi  Programing  ini,  Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung memiliki sub bagian penyusunan program. 
Bagian Divisi Programing mempunyai tugas menyusun, merumuskan kebijaksanaan  teknis, menyusun program-program perencanaan anggaran, melaksanakan kegiatan analisa serta pemantauan, pengendalian dan penilaian terhadap program dan proyek pembangunan, mengumpulkan data dan menyusun informasi serta melaksanakan  dan mengkoordinasikan upaya-upaya kerjasama lintas  sektor ; Lintas Kabupaten di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan.
3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Didalam  melaksanakan  kerja  praktek  di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang km. 17 Kabupaten Bandung 40912 No.telp. (022) 5894558, di bagian Divisi Programing penulis diberikan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membantu mengerjakan pengisian data potensial berupa SIUP, TDP, TDG yang diterima Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
2. Menerima surat-surat yang masuk ke Divisi programing untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

3. Membantu mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan.
4. Mengumpulkan data pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang nanti akan dijadikan sebagai judul dalam laporan kerja praktek.
5. Mendengarkan arahan Bapak Pembimbing pada dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
Dalam ketentuan umum pasal 1 menyatakan bahwa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan daerah tentang perizinan dinas perdagangan dan pengelolaan pasar Kabupaten Bandung.

Dilihat dari Objek dan Subjek pasal 2 menyatakan bahwa Objek Izin Usaha Perdagangan adalah Perusahaan yang memperdagangkan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bandung. Subjek Izin Usaha Perdagangan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dagang di wilayah Kabupaten Bandung.

Jenis perizinan dan pendaftaran perusahaan Pasal 3. Jenis perizinan perusahaan meliputi:

Izin Usaha Perdagangan yang dibedakan dalam:

1. Perusahaan Kecil, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;

2. Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;

3.  Perdagangan Besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;

Perusahaan yang dibebankan dari kewajiban memperoleh Surat izin Perdagangan yang tercantum dalam pasal 5 adalah:

a) Perusahaan Kecil Perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak Berbentuk Badan hukum atau Persekutuan;

2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat;

3. Modal perusahaan tidak melebihi dari Rp. 5.000.000,00

b) Pedagang Keliling, Pedagang asongan. Pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Perusahaan yang dibebankan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan Surat Izin Perdagangan apabila dikehendaki yang bersangkutan.
Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, antara lain:

a. Tata cara permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui tahap persetujuan prinsip:

1. Pengajuan permintaan persetujuan prinsip menggunakan formulir model Pm-I.

2. Pengajuan permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) memulai tahap persetujuan prinsip menggunakan formulir model Pm-III.

3. Permintaan persetujuan prinsip diajukan langsung oleh pemohon kepada kepala Dinas Perindag dengan menggunakan formulir model Pm-I. 

4. Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas Perindag wajib memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan formulir Pi-I. 

b. Tata cara Permintaan surat Izin Usaha Perdagangan (tanpa Persetujuan Prinsip):

1. Pengajuan permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menggunakan formulir model SP-I dan formulir SP-II.

2. Pengajuan permintaan Izin perluasan usaha menggunakan formulir model SP-III.

3. Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi jenis usaha perdagangan yang pemberian SIUP tanpa memulai tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan formulir SP-I dan mengisi daftar isian untuk permintaan SIUP dengan menggunakan formulir model SP-II.

4. Formulir model SP-I dan SP-II diajukan langsung oleh Perusahaan perdagangan kepada Kepala Dinas Perindag yang bersangkutan.

5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir SP-I dan SP-II secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindag yang bersangkutan wajib memberikan Siup dengan menggunakan formulir SP-IV.     

Persyaratan, pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 yaitu setiap Perusahaan yang dibebankan dari kewajiban memperoleh Surat Izin Perdagangan Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas:

· Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan akte perubahan (bila ada)

· Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas

· Copy KTP pemilik / Direktur Utama / penenggung jawab perusahaan

· Copy NPWP Perusahaan

· Copy SITU

· Neraca Awal Perusahaan     

2. Perusahaan yang berbentuk Koperasi:
· Copy Akte Pendirian Kopersai yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang

· Copy KTP penanggungjawab / pengurus

· Copy NPWP

· Copy SITU

· Neraca Awal
3. Perusahaan Persekutuan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas:
· Copy Sutar Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahan (bila ada) yang telah didaftarkan pada pengadilan

· Copy KTP pemilik / penanggungjawab perusahaan

· Copy NPWP Perusahaan

· Copy SITU

· Neraca Awal Perusahaan

4. Perusahaan Perseorangan:
· Copy KTP pemilik / penanggung jawab

· Copy NPWP

· Copy SITU

· Neraca Awal Perusahaan

5. Perusahaan yang dibebankan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1.a:
· Copy KTP pemilik / penanggungjawab

· Surat Keterangan Domisili dari desa yang memuat:

a. Luas tempat usaha sampai dengan 12 m2

b. Modal Usaha sampai dengan Rp. 5.000.000,00

c. Jenis barang yang diperdagangkan
3.3.2 Hambatan dalam Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung  
Dalam setiap melakukan suatu proses, tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul suatu kendala dalam pengerjaannya. Hal ini juga terjadi pada Prosedur Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung 

1. Hambatan dalam Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, pengusaha merasa kesulitan untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas karena prosedur yang berbelit-belit.
2. Kurangnya sosialisasi kepada pengusaha mengenai perizinan.

3. Persyaratan dalam mendapatkan surat izin usaha dirasakan oleh para pengusaha terlalu banyak syarat sehingga mereka merasa enggan untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. 
4. Sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perizinan usaha masih kurang sehingga menyulitkan bagi pemohon izin.
5. Lamanya proses penyelesaian surat izin usaha perdagangan sehingga pemohon merasa waktu, biaya dan tenaga terbuang.
3.3.3 Upaya Mengatasi hambatan dalam Prosedur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
1. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung harus melakukan penyuluhan sehingga pengusaha mengetahui tentang adanya perizinan dan mau mendaftarkan usahanya kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Dengan demikian pengusaha dapat dengan nyaman dalam melaksanakan usahannya.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung harus memberikan adanya fasilitas yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada para pengusaha.

3. Dalam membuat persyaratan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.  
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